&

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 149 Kpts/PP.06.2/1403/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang

:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi
Pemilihan Umum bagi Pemantau Pemilihan Asing dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam
Negeri sesuai dengan tingkatannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota



Mengingat

dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak
pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh
lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat
mekanisme yang sama dalam pendaftaran Pemantau
Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun Pedoman Teknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati
Bengkalis Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID19)



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 296 /PP.06-Kpt/06/KPU/V1/2020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan
Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten Bengkalis Nomor 27 /PL.02./BA/1403/
KPU.Kab/VI/2020 Tanggal 6 Juni 2020 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga
Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis
Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKALIS TAHUN 2020.
Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau
Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Lanjutan Bupati dan
Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas:
a. LAMPIRANI : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau

Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak

Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil
Bupati Bengkalis Tahun 2020; dan
b. LAMPIRAN II : Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan,
Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat,
Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan
Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati
Bengkalis Tahun 2020.
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendaftaran
Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Lanjutan
Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.
Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei
atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020
yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan
ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei
atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020
yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib
menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang diatur
dalam Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.



KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

PALA SUBBAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 149 Kpts/PP.06.2/1403/KPU.Kab
/VI1/2020

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN

PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEY ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKALIS TAHUN 2020

A. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1

Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan

Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.

. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bersifat independen;
b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
c. Terdafar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten.
Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2,
Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan
di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyatan dari organisasi
pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat
yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
b. Memperoleh bisa untu menjadi Pemantau pemilihan dari Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri; dan
c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas

rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan

Akreditasi pada KPU Kabupaten.

. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan

Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU
atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal
pemantau.

Pendaftaran pemantau dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggara Pemilihan.

Pendaftaran pemantau dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran



9.

10.

Ll.

12,

13.

14.

dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
a. Profil organisasi lembaga pemantau;
b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
c. Alokasi anggota pemantau berada di daerah Kabupaten, daerah
kabupaten/kota dan kecamatan.
d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang
ingin dipantau,;
e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan
Pemilihan;
f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh
ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang
ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari
organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara
lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi
Pemantau Pemilihan Asing.
Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta
penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU dan
KPU Provinsi.
KPU dan KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap
kelengkapan persyaratan lembaga pemantau.
Dalam melaksanakan penelitian administrasi, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.
KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan
Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian
administrasi, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau
Pemilihan Asing.
KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi dengan

memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.



15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat
Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih
apabila pemantauan diajukan suntuk seluruh tahapan Pemilihan,
namun apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan
Pemilihan, Akreditasi Pemantau Pemilihan hanya berlaku secara efketi
mulai pada tahapan tertentu saja.

KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah
diakreditasi kepada KPU Kabupaten.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang
memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar
sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat
Akreditasi dari :

a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang
tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak
terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

KPU dan KPU Kabupaten menyampaikan kepada Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
tentang :

a. nama dan jumlah Pemantau Pemilihan;

b. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;

c. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan; dan

d. daerah yang akan dipantau.

Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara
Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum
daerah yang dipantau.

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya
melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai
dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU
dan KPU Kabupaten.

Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan
Asing selama melaksanakan tugas pemantauan,wajib menggunakan

tanda pengenal pemantau Pemilihan.



23. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:

a.

b.

tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang diberikan
oleh KPU Kabupaten; dan

tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing, yang diberikan oleh KPU
RI.

24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:

25.

26.

27.

28.

a.

nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau
Pemilihan Asing yang memberi tugas;

nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau
Pemilihan Asing yang bersangkutan;

pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan
Pemantau Pemilihan Asing yvang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm
(empat kali enam) sentimeter berwarna;

wilayah kerja pemantauan;

nomor dan tanggal Akreditasi; dan

masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan

Pemantau Pemilihan Asing.

Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda
pengenal yang diakreditasi oleh KPU.

Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada
tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.

Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali

lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan

Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :

a.
b.

c.

mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;

mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses
pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari
pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan
penghitungan suara;

mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota; dan

menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan
Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan

Pemilihan.




29. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu)

30.

Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat

melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak

pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

a.

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta
menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;

melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal
kepada KPU dan KPU Kabupaten, sesuai dengan wilayah kerja
Pemantauan Pemilihan;

melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik
Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan
Pemilihan;

menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki
daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat
pemungutan suara dengan alasan keamanan;

menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan
Pemilihan berlangsung;

melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan
serta tenaga pendukung administratif kepada KPU dan KPU
Kabupaten sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara
Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada
penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;

menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara
obyektif dan tidak berpihak;

membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan
disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan
yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU
Kabupaten; dan

menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan
dan penghitungan suara kepada KPU dan KPU Kabupaten, dan
pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil

pemungutan suara; dan



0.

menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU
dan KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

31. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :

a.

melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan
Pemilihan;

mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara

Pemilihan;

memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;

menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan
kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari
atau kepada peserta Pemilihan;

mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan
dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan

Pemantau Pemilihan Asing;

. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya

selama melakukan pemantauan;

masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat
suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan

melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan

Pemilihan.

32. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi :

a. non partisan dan netral;

o

tanpa kekerasan;

mematuhi peraturan perundang-undangan;
sukarela;

integritas;

kejujuran;

obyektif;

5 om0

. kooperatif;

[

transparan; dan

j. kemandirian.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan
larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan

Pemilihan.

Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan

dilakukan oleh pemberi Akreditasi.

Sebelum mencabut status dan hak KPU dan KPU Kabupaten wajib

mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan
dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam

Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU
Kabupaten melaporkan kepada KPU.

Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak

sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia
menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau
Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya
sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut
lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang

berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak
pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan
Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.



B. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1.

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Survei atau Jajak Pendapat meliputi :

a.
b.

C.

d.

Survei tentang perilaku Pemilih;

Survei tentang hasil Pemilihan;

Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara
Pemilihan, Partai Politik, parlemen /legislatif, pemerintah; dan/atau

Survei tentang Pasangan Calon.

Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak

Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten.

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU

Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:

a.
b.

C.

akte pendirian/badan hukum lembaga;
susunan kepengurusan lembaga;
surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan

atau instansi pemerintahan setempat;

surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan

lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam

asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali

enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan

surat pernyataan bahwa lembaga Survei:

1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau
merugikan peserta Pemilihan,

2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilihan;

3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;

4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi
penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan

lancar;
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5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei
atau jajak pendapat;

6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan
data;

7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan

8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber
dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan
Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan.

Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dilakukan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana,
metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan
Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil
tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau
menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil
penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi
penyelenggara Pemilihan.

Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan

Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU

Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan

pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat

15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Laporan hasil pelaksanaan hasil meliputi:

a. informasi terkait status badan hukum;

b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak
Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
susunan kepengurusan,
sumber dana;
alat yang digunakan;
metodologi yang digunakan; dan

@ ™ o a0

hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan.
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau
Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan
kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat
membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut
kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk
mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh
pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan
Cepat Hasil Pemilihan.
Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

a. 2 (dua) orang akademisi,

b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan

c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.

Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau
partisan Partai Politik.

Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten yang ditetapkan dengan
Keputusan KPU Kabupaten.

KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei
atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.

Sanksi tersebut dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan
atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana
Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang

Pemilihan.



C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM NEGERI

1. Mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan akreditasi (formulir
disediakan KPU Kabupaten Bengkalis).

2. Pendaftaran  dilaksanakan  berdasarkan tahapan dan  jadwal
penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun
2020.

3. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi

meliputi sebagai berikut :

a. Profil organisasi lembaga pemantau;

b. Nama dan jumlah anggota pemantau;

c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Kota,
dan kecamatan;

d. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Kota,
masing-masing di daerah dan kecamatan,;

e. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang
ingin dipantau;

f. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan
Pemilihan;

g. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

h.Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh
ketua lembaga Pemantau Pemilihan;

i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang
ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan

j. Surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari
organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara
lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi

Pemantau Pemilihan Asing.

4. Jika terdapat penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau
serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU
Kabupaten Bengkalis.

5. KPU Kabupaten Bengikalis melakukan penelitian administrasi terhadap
kelengkapan persyaratan diatas.

6. KPU Kabupaten Bengkalis akan memeberikan persetujuan kepada
pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan
berdasarkan penelitian administrasi , dengan memberikan akreditasi

kepada lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.



7. Menyerahkan laporan pemantauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis
paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah jadwal terakhir pemantauan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

7 SURYA ARJUNA
“55T NIP. 19741102 200912 001
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 149 Kpts / PP.06.2/1403/KPU.Kab
/VII/2020

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN

PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEY ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKALIS TAHUN 2020

FORMULIR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAU
HITUNG CEPAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKALIS TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU

FORMULIR SURAT PERNYATAAN

TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU
TANDA TERIMA PENDFATARAN LEMBAGA PEMANTAU
SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN PEMANTAUAN
SURAT PERNYATAAN PEMANTAUAN (WILAYAH, TAHAPAN DAN
PEMANTAUAN, JUMLAH DAN KEGIATAN PEMANTAUAN)
SERTIFIKAT AKREDITASI

TANDA PENGENAL PEMANTAU

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN PEMANTAUAN
SISTEMATIKA LAPORAN PEMANTAUAN



FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU

I. DATA IDENTITAS PEMANTAU
1. Nama Lembaga
2. Alamat Kantor
3. No Telpon Kantor
4. No Akte Notari/Badan Hukum
S. No NPWP :

6. Nama Ketua Lembaga

e

7. No Telpon

8. Alamat tempat tinggal -

9. No KTP

I.PEMANTAUAN
1. Metode Pemantauan
2. Tahapan yang dipantau
3. Daerah yang dipantau
4. Alokasi Anggota Pemantau
5. Sumber Dana

(tempat), (Tanggal, bulan, tahun)

Cap
basah (nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA*) ..o, *%)

\
|
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau SO S i g Py et
Alamat Kantor e senma s s A SRS SR RIS
No. Telepon § e mnsemnnnen AR A L S T A SRR

Alamat email T

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No. [Uraian Keterangan

8 F:roﬁl organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam

egeri

2. ama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam
egeri

3. ormulir I1.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi

jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)

4. |[Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus
lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)

5. [Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan
Pemilihan Dalam Negeri

6. |Formulir I1.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana
[Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)

7. ormulir 1.5 (surat pernyataan mengenai independensi
embaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan
erundang-undangan)

18. ormulir I1.6 (surat pernyataan dan pengalaman di
idang pemantauan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) Isi nama daerah



RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ...ccoiiviiiinnnnnn, **)

Nama Lembaga Pemantau TP F—
Alamat Kantor B e R S A R R TR SR s e
No. Telepon B e oo T G RS RS MR AR O B 8

Alamat email U ———

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

Daerah/Lokasi | Alokasi jumlah L(
No. |[Rencana g — ya-ng akan anggota eterangan
dipantau pemantau

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA¥*)

Nama/Lembaga Pemantau
Alamat Kantor
No. Telepon

Alamat email

........................

**)

No. |[Nama Alamat

Pekerjaan [Keterangan
Pengurus

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Nama jelas dan tanda tangan)




SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ....ccovviiniinennnnn. =)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama T —
Nama Lembaga B s seacm i A A A BN A SV RS ERA S
Alamat Kantor o ——
No. Telepon S Y
Alamat email S S A S N S A R A S SRS RN

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau
pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020) dengan memiliki sumber
dana yang berasal dari:

......................................................................................................................

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua
T
CAP I
Lembaga Materai |
Rp.6.000,-
- |

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)

........................

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

........................................................................

Jabatan

Lembaga Pemantau

Alamat Kantor

.........................................................................

No. Telepon

........................................................................

Alamat email

.........................................................................

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan
pendaftaran pemantau pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota), dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan
penyelengaaraan tahapan pemilihan;

tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara
Pemilihan;

tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan

6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan
Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian
hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia
dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua

Lembaga ! &

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA?*) .....cccoeviiiiiinnnnns **)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PR S-SR
Jabatan T
Lembaga Pemantau b s RS s wbA S A S S AR S R AR AR AR RS
Alamat Kantor T A RS R A S AR S AV S A NS
No. Telepon E s st e A e A A RSSO AS
Alamat email B Y A N A S SRS

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki

pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

......................................................................................................................
......................................................................................................................

.....................................................................................................................

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian
hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua

Lembaga ! gb.6.

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA®) ....coooviiiiiiiiinns =]

Nurna /Lembagn POmBMUBEL 7o cosioviotsmsaassiisssssssm i sisianis
Alamat Kantor O
No. Telepon R,

Alamat email S R e R e G

Kelengkapan

No IDokumen Persyaratan Ada [Tidak

Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan
Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga
pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel
lembaga)

o [|Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam
"INegeri

Formulir 1.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah
"IPemantau Pemilihan Dalam Negeri)

Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus
‘lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)

Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan
Dalam Negeri

Formulir I1.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana
"lPemantau Pemilihan Dalam Negeri)

Formulir 1.5 (surat pernyataan mengenai independensi
8. lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan)

9 Formulir I1.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang
' [pemantauan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan) (Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT

PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) .....cccocvvierinnnnns **)

Nama/Lembaga Pemantau
Alamat Kantor e e s
No. Telepon

Alamat email

No Uraian Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan) (Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



: wOMIL)

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENERANGKAN BAHWA

lclah dilakukan

verifkasi berkas adminise i dar

TERAKREDITASI

Menurut ketenruan peraturan perundang

dimvyarakar

indanegan schag

PEMANTAU PEMILIHAN 2020

KETUA KOM

(tanggal bulan rahw

IS PEMILIHAN UMUM



Tanda Pengenal Pemantau
Dalam Negeri

| 10cm l

..“.
NOMOR AKREDITASI :

15cm 15cm

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAU :

MASA BERLAKU : SELAMA PEMILIHAN 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

10cm

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal



FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ...cccciviiiiininnnnns **)

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama E BRIR e NG AN A A A R e St s
Nama Lembaga B o e R A A PP SR
Alamat Kantor T
No. Telepon Kantor i wrmaesnsanemunshsarskbsamenn s snemen oy sm RSN
Alamat email E o g sy S A S R
No. Akte Notaris/Badan Hukum T ———

Nama Ketua Lembaga - R P S —

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:
a. Survei atau Jajak Pendapat I:I

b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan |___
menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No. |Uraian Keterangan

1. [Akte pendirian/badan hukum lembaga

2. [Susunan kepengurusan lembaga

3. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan
lain /kelurahan atau instansi pemerintahan setempat

4. BSurat keterangan dari instansi yang berwenang yang
menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak
Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau

Jajak Pendapat

5. |Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm
(empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar

6. ormulir II.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan

mbaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan
enghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan
erundang-undangan)

7. ormulir II1.3 (surat pernyataan sumber dana yang
itandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak
endapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil
emilihan)

(tempa

CAP
Lembaga

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

anggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)



SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ....cccoiviiiiiiiinnnns k! |

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama A S A B B A SRRSO AR
Nama Lembaga TR
Alamat Kantor R
No. Telepon Kantor e A A R S S R S EAS

Alamat email R T——

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat
dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:
1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan
peserta Pemilihan;
tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan
Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
S. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak
pendapat;
tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana,
jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15
(lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan
cepat hasil Pemilihan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian
hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia

dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

|

CAP I

Materai

Lembaga 1
| Rp. 6.000,- |

I

|
(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*) ....ccvvviniininnnnnen **)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama AR T R A R R T 4 N R P EE R S e
Jabatan T me—
Alamat Kantor R e R S R L S P R A N M D SR
No. Telepon R S R T R R S R A R A R

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat pada Pemilihan (*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota) *coret yang tidak

perlu

memiliki sumber dana yang berasal dari:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya

bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua

Lembaga ! &

(Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah




TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ....cccovvviieeenennne **)

N Pelakeans JLembmiiR oo s ais s e s
Alamat Kantor Y iR TR A P
No. Telepon Kantor SRR ——

Alamat email B e e

[Kelengkapan

NO. IDokumen persyaratan Ada Cdak

1 [Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau
Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan
dibubuhi cap basah

# Akte Pendirian/badan hukum lembaga;

o

Susunan kepengurusan lembaga;

4. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan
lain / kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang
menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam
Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

6. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm
(empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;

7. |[Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan
I}ljenghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan

erundang-undangan)

8. ormulir 1.3 (surat pernyataan sumber dana yang
itandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak
endapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil
emilihan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan) (Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) .....ccovviiiiiiniinnne »*)

Nama Pelaksana /Lembaga
Alamat Kantor
No. Telepon Kantor

Alamat email

No Uraian Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan) (Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu
** Jisi nama daerah



Sertifikat
TERDAFTAR

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI
Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA
Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA SUBBAGIAN HUKUM

7 s

V .. .%}
>~___SURYA ARJUNA
0% NIP 19741102 200912 001

30



TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTAY) ......ccceevennerenn =

Samn Pelakanns J1ENBREIE 5o stinitinmiiimmsssnrass
Alamat Kantor B s s S YA SN SRS
No. Telepon Kantor B T T T B O PPN ST S S

Alamat email T L T P Sy N

[Kelengkapan

NO. D tan
okumen persyara Ada tidak

1.  [Formulir IlI.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau
Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil
|[Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan
dibubuhi cap basah

2. Akte Pendirian/badan hukum lembaga;

w

Susunan kepengurusan lembaga;

4. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan
lain /kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

- Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang
menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam
asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

6. as foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm
empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;

7. ormulir [I.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan

mbaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan
enghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan
perundang-undangan)

8. Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang
ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak
Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil
Pemilihan)

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan) (Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah



TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) .......cvovvrerae. *4)

Nama Pelaksana /Lembaga
Alamat Kantor
No. Telepon Kantor

Alamat email

No Uraian Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan) (Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu
** )isi nama daerah



Serfifikat
TERDAFTAR

Diberikan Kepada :

LEMBAGA SURVEI
Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020

(tempat),(tanggal bulan tahun)
KETUA
Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA

Ttd

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

_:.-‘;-jKEPALA SUBBAGIAN HUKUM

|

%/ 30



